
 

 

 

 
 
 

KEPUTUSAN CAMAT CIKARANG TIMUR 
NOMOR : OR.04 / 221 / CIKTIM / XI / 2023 

 
TENTANG 

 
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 

KECAMATAN CIKARANG TIMUR 

CAMAT CIKARANG TIMUR 

 
Menimbang : a. bahwa dalam mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan 

publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan 

kewenangan penyelenggaraan wajib menyusun standar pelayanan. 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai huruf a. perlu menetapkan Keputusan 

Camat Cikarang Timur tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan 

Cikarang Timur 

Mengingat : 1. Undang – undang No 14 tahun 1950 . Kabupaten Bekasi secara resmi di 

bentuk dan ditetapkan tanggal 15 Agstus 1950; 

  2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
  3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 

  4. Undang – undang No 23 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terkhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Negara Nomor 5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

  6. Peraturan Negeri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Negri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Pedoman Pelaksana Undang – 

Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

  8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Pedoman Penyusunan Survey 

Kepuasan Masyarakat; 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 2); 



  11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pelimpahan sebagai 

Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

  12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kedudukan, 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ditetapkan di : Cikarang timur 

     Pada tanggal  : 27 November 2023

  MEMUTUSKAN 

MENETAPKAN :  

PERTAMA : Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunankan sebagai pedoman 
penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas playanan sebagai komitmen atau 
janji penyelenggaraan kepada masyarakat di Lingkungan Kecamatan Tambelang: 
1. Standar Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat Melalui Akun 

Medsos Kecamatan Cikarang Timur 
2. Standar Pelayanan Publik Akta Jual Beli Tanah 

3. Standar Pelayanan Publik Akta Jual Beli Waris 

4. Standar Pelayanan Publik Pembuatan Akta Hibah 
5. Standar Pelayanan Publik Pembuatan Akta Pembagian Hak 

Bersama 
6. Standar Pelayanan Publik Pencatatan Surat Keterangan Waris 

7. Standar Pelayanan Publik Pembuatan Surat Keterangan Tidak 
Mampu 

8. Standar Pelayanan Publik Rekomendasi Izin Sarana Pendirian 
Sarana Pendidikan 

9. Standar Pelayanan Publik Rekomendasi Izin Pendirian Sanggar 
Budaya, Kursus/Keterampilan 

10. Standar Pelayanan Publik Rekomendasi Kegiatan Usaha 
Operasional Bidang Kesehatan Masyarakat 

11. Standar Pelayanan Publik Izin Mendirikan Bangunan Tempat 
Rumah Tinggal Tunggal 

12. Standar Pelayanan Publik Izin Usaha Hueller (Penggilingan Padi) 
13. Standar Pelayanan PublikIzin Usaha Peternakan Rakyat Skala Kecil 

14. Standar Pelayanan Publik Izin Operasional Bengkel Motor Milik 
Perorangan 

15. Standar Pelayanan Publik Izin Pemasangan Reklame Skala Kecil / 
Umbul-Umbul / Spanduk Dengan Ukuran Di Bawah 4 Meter 

16. Standar Pelayanan Publik Surat Keterangan Domisili Haji 

KEDUA : Standar Pelayanan Pada Kecamatan Cikarang Timur sebagai tertuang dalam 
lampiran keputusan ini. 

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan 
APDB Kabupaten Bekasi. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. 



 


